KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Semiotika UU MD3
: Rabu, 21 Maret 2018

: Kompas
27

Presiden Joko
Widodo tidak
menandatangani
UuU MD3 vang
bermasalah itu.
Namun, UU
tersebut tidak batal
karenanya.

ejak 30 hari setelah dise-

tujui DPR, UU tentang

MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (MD3) tetap berlaku, de-
ngan atau tanpa ditandatangani
Presiden. Dalam perspektif se-
miotika, kasus ini jadi permainan
tanda berlapis.

Untuk mengurainya, saya coba
tatap dengan semiotika keber-
tigaan (rikotomi) dari Charles
Sanders Peirce (dalam Short,
2007). Peirce mengidentifikasi
tanda dalam relasi segitiga sama
kaki. Pada kaki pertama terdapat
apa yang disebutnya representa-
men (sesuatu yang merepresen-
tasikan), pada kaki kedua ter-
dapat obyek (sesuatu yang di-
representasikan, konsep), dan
pada kaki ketiga terdapat inter-
pretant, yakni makna atau in-
terpretasi tentang makna dalam
benak seseorang.

Merujuk pada teori tersebut,
sebagai sebuah rumusan, UU
MD3 terletak pada kaki repre-
sentamen yang merujuk ke re-
alitas atau konsep yang direpre-
sentasikannya (obyek). Lalu,
apa konsepnya? Perlu dipahami,
dalam semiotika terdapat pan-
dangan bahwa konsep tidak se-
lalu abstrak. Untuk hal ini se-
jenak saya akan meminjam se-
miotika Hjemslev (dalam Noth,
1990).

Menurut Hjemslev, tanda ada-
lah hubungan antara ekspresi
(dapat sejajar dengan represen-
tamen Peirce) dan isi (dapat se-
jajar dengan obyek). Hubungan
keduanya bisa bersifat fisik. Eks-
presi dan isi sama-sama konkret.
Ta mencontohkan hubungan an-
tara speedometer mobil dan gerak
rodanya. Angka yang ditunjuk
jarum pada speedormeter mobil
adalah ekspresi dari kecepatan
roda mobil sebagai isinya. Itulah
yang disebut sinyal.

Beranalogi pada teori itu, da-
lam segitiga Peirce, yang terletak
pada kaki obyek tidak lain adalah
DPR. Ini karena DPR yang mem-
produksi UU MD3. Dibaca dari
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arah berlawanan, UU MD3 ada-
lah ekspresi atau sinyal yang di-
kirim DPR. Sampai di sini tidak
ada masalah.

Menjadi problematik ketika
sampai pada kaki ketiga, yakni
pada makna atau interpretan-nya.
Sebagai sinyal yang dikirim wakil
rakyat, UU MD3 sejatinya me-
ngirim pesan, makna, dan dam-
pak yang menggembirakan rak-
yat. Namun, sebagaimana . di-
ketahui, ia justru membuat ke-
resahan. Alih-alih mewakili dan
melindungi kehendak rakyat, UU
MD3 justru mengancam dan ber-
potensi mencelakakan rakyat.

Keresahan terlegitimasi

Sebatas mana tingkat keresah-
an itu? Perlu diketahui bahwa
pada kaki interpretan juga ter-
dapat hubungan segitiga lagi,
yakni rheme (interpretasi spon-
tan), dicent (interpretasi yang te-
lah spesifik), dan argument (in-
terpretasi  yang telah berdasar).
Dalam relasi ini, mula-mula ke-
resahan rakyat berada pada level
dicent atau bahkan rheme, se-
macam derau dan teriakan emo-
sional beberapa pihak. Namun.
ketika Presiden tidak menanda-
tangani UU tersebut, keresahan
menjadi definitif: bahwa masya-
rakat seccara obyektif memang
resah. Dengan kata lain, tindakan
Presiden telah. melegitimasi ke-
resahan tadi.

Keresahan terlegitimasi sede-
mikian juga mengidentifikasi po-
sisi UU MD3 sebagai represer-
tamen. Di sini, lagi-lagi, Peirce
mengedepankan relasi segitiga
lain, yakni qualisign (sesuatu
yang berpotensi menjadi tanda),
sinsign (sesuatu yang telah dapat
diduga sebagai tanda), dan le-
gisign (sesuatu yang telah sahih
sebagai tanda). Kegaduhan yang
timbul akibat UU MD3 mula-
mula berada pada level sinsign.
Pada level ini, publik boleh jadi
hanya menerka bahwa sumber
keresahan masyarakat itu adalah
UU MD3. Namun, setelah Pre-
siden menolak menandatangani,
dugaan itu terbukti: UUD MD3
sumber kegaduhan (legisigrn).

Apa yang terjadi pada dua kaki
segitiga utama dan turunannya
tersebut tentu bertumpu pada
obyek atau konsepnya, yakni
DPR. Di sini, kita bertemu lagi
dengan relasi segitiga lain, yakni
ikon (tanda kemiripan), indeks
(tanda yang menunjuk), dan sim-
bol (tanda sebagai kesepakatan).
Jika representamen dan interpre-
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tan-nya tclah sedemikian kacau,
logikanya tentu DPR sebagai
konsepnya juga kacau. Almar-
hum Gus Dur pernah menyebut
DPR mirip dengan taman ka-
nak-kanak. Hal ini berarti bahwa
Gus Dur menciptakan ikon untuk
DPR. Mari kita periksa.

Sebagai representamen, UU
MD3 jelas hasil studi DPR ter-
hadap realitas rakyat. Pasal ten-
tang pemanggilan paksa terhadap
orang yang dianggap merendah-
kan martabat DPR, misalnya,
merupakan pesan semiotis bah-
wa sebelummnya ada rakyat yang
melakukan tindakan itu. DPR ke-
mudian mendefinisikan bahwa
tindakan tersebut merupakan
kejahatan dan oleh karena itu
pelakunya harus dipenjarakan.

?Jepruta collectiva”

Dengan demikian, DPR men-
definisikan bahwa dirinya benar
sementara pihak yang dianggap
merendahkan martabat—seraya
tidak ada penjelasan apa yang
dimaksud merendahkan itu—sa-
lah. Di sini, DPR telah membuat
kategorisasi: bahwa pihak di luar
dirinya adalah liyan. Dengan be-
gini tampak bahwa DPR me-
rupakan lembaga yang terpisah,
bahkan berseberangan dengan
rakyat.

Karena sikap itulah, DPR tidak
melihat kritik dari rakyat yang
menurutnya merendahkan mar-
tabat tadi sebagai masukan untuk
memperbaiki dirinya. Sikap ter-
tutup ini mencerminkan bahwa
DPR tidak mau introspeksi diri.
Jika sedikit saja bersikap terbuka,
DPR sejatinya menyadari bahwa
yang sering merendahkan mar-
tabat DPR justru anggotanya sen-

diri. Sejak reformasi, 155 anggota
DPR telah ditangkap KPK karena
korupsi. Secara individu, mereka
memang telah dihukum. Tetapi,
secara kelembagaan, anggota
DPR lain tampak tidak peduli,
tidak menyikapinya sebagai ma-
salah kelembagaan.

Menemukan fakta demikian,
ikon yang dibuat Gus Dur men-
jadi sahih. Melampaui itu, dalam
konteks ini DPR bahkan dapat
menjadi tanda indeksikal,
yakni menunjuk ke situasi psi-
kologis hilangnya kepekaan dan
orientasi tentang diri sendiri se-
bagai anggota sebuah lembaga
terhormat.

Ini yang ingin saya sebut se-
bagai “jepruta collectiva™. Jepruta
adalah kata yang dibentuk dari
bahasa Sunda, jeprut, yang ar-
tinya ‘putus’. Bersama-sama (ko-
lektif) anggota DPR mengalami
keterputusan hubungan dengan
rakyat, bahkan dengan dirinya
sendiri. Ketika Presiden menolak
menandatangani hasil kerja DPR,
tanda indeksikal yang menunjuk
ke makna demikian memiliki pe-
luang untuk naik menjadi simbol.
DPR adalah simbol dari lembaga
vang jepruta collectiva. Tentu ini
tidak boleh terjadi. Tetapi, hanya
DPR sendiri yang bisa mencegah
hal itu. Bukan dengan UU yang
dibuat untuk melindunginya,
melainkan dengan penataan lem-
baga dan tabiat anggotanya.

Terakhir, bagaimana dengan
sikap Presiden yang menolak me-
nandatangani UU MD3 itu? Se-
bagaimana telah diuraikan, ke-
luarnya sikap itu telah nyaris
menjadikan DPR sebagai mitos

Jepruta collectiva. Namun, ke da-

lam diri Presiden sendiri, sikap
demikian mencerminkan ambi-
valensi. Presiden menyadari be-
tul bahwa UU MD3 telah me-
resahkan rakyat, tetapi pada saat
yang sama Presiden tidak mau
menolongnya. Padahal, Presiden
memiliki perangkat untuk itu,
yakni dengan mengeluarkan per-
aturan pemerintah.

Namun, alih-alih menolong,
Presiden mempersilakan rakyat
untuk melakukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi. Dalam se-
miotika Peirce, sikap. Presiden
tersebut membentuk tanda
sinsign. Tanda ini bersifat meng-
ambang, bukan qualisign, tetapi
juga tidak legisign. Dampak tanda
semacam ini adalah munculnya
ketegangan terus-menerus, kega-
duhan tanpa ujung. Tetapi, itulah
semiotika politik kita: gaduh!
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